BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Belanja transfer
dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
keuangan daerah maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor

50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
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10.

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);


https://bkdtrenggalek.net/profil/index/ZGx2BGNlZwZkBGt5ZQZkZQN0

11.

12.

13.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) yang telah beberapa

kali diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek:

a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);

b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Trenggalek.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda

adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang

selanjutnya disebut dengan RPJMDesa, adalah dokumen

perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
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10.

11.

12.

13.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD
adalah dana yang ditransfer Daerah ke Desa yang bersumber
dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi
dana alokasi khusus untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat yakni

ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris
Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam

APBDesa yang bersumber dari ADD.

Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan

perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp.
2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu
enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus
dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
(PNS) golongan 1I/a;
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b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit
Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat
ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus
sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS)
golongan II/a; dan

c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling
sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu
dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji

pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai
penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa dan
perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana

Desa.

(4) Pemerintah Desa membayarkan iuran jaminan sosial
kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa dengan
memotong sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap

kepala Desa dan perangkat Desa.

(4a) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
per bulan lebih kecil dari upah minimum kabupaten maka
yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran
jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) yaitu sebesar upah minimum Kabupaten.

(4b) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah
minimum Kabupaten, maka yang menjadi dasar perhitungan
besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) yaitu

upah minimum provinsi.

(5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan secara non tunai dari RKD melalui bank yang

ditunjuk oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:
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(1b)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8

Penyaluran ADD dilakukan setelah Desa memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan
setiap bulan dengan persyaratan:

a. surat permohonan,;

b. copy buku RKD; dan

c. keputusan kepala Desa tentang besaran penghasilan

tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

Penyaluran ADD setiap tahap dilakukan setelah dikurangi
besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa

setiap bulan.

Penyaluran ADD untuk tahap I dengan persyaratan:

a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui
Bakeuda yang diketahui oleh Camat dengan tembusan
Dinas;

b. copy buku RKD;

c. copy Peraturan Desa tentang APBDesa; dan

d. laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran

sebelumnya.

Pencairan ADD untuk tahap II dengan persyaratan:

a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui
Bakeuda yang diketahui oleh Camat dengan tembusan
Dinas;

b. copy buku RKD; dan

c. laporan realisasi penyerapan ADD tahap I tahun anggaran

berjalan.

Pencairan ADD untuk tahap III dengan persyaratan:
a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui
Bakeuda yang diketahui Camat dengan tembusan Dinas;

b. copy buku RKD; dan
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c. laporan realisasi penyerapan ADD Semester I tahun

anggaran berjalan.

(5) Pencairan ADD untuk tahap IV dengan persyaratan:
a. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati melalui
Bakeuda yang diketahui oleh Camat dengan tembusan
Dinas;
b. copy buku RKD; dan
c. laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap

III tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
EDY SOEPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001
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